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A. Kesimpulan
Setelah melihat ‘hasil .pe'r‘leliti"an dan analisis feﬁtané pcﬁérébdn asas
| cabotf;ge terhédép kapal asing yang berlayar di perai.ran Indonesia, maka
penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan asas cabotage terhadap kapal asing yang melintasi
1;erairan indonesia pada prinsipnya mengacu pada Undang-Undang
Nomor i? Tahun 2008 i‘entang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor
20/2010 tentang Angkutan Diperairan, Peraturan Menteri Nomor 22

' Tal_lun 2010 tenteing Penéaﬂgkutan Bar'a:ng/iv[ﬁat‘an Antar Peiabuhan La_lut;

_ di Daléa;n-l'Ne'gcri dan I{onvgensi Hukum laut 1982_(.‘D_al.z;f'n: I;euerapahllya, e
bahwa pemerintah Indé}neisa—serta perrigrintah"daérah yang Eerada pada
wilayah perairan, khususnya di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
dalam menerapkan asas cabotage ditekankan pada kapal asing yang

_ melintas di wilayah perairan Indonesia yang berbendera. Indonesia ‘
maupun kapal asing yang berbendera luar negeri. Penerapan yang diatur
ad;ﬂah mengenai sistem lalu lintas cfgn kewenangan kapal asing dalam
berlavar, serta ketentuan dalam izin pelayaran ke Indonesia. Jika kapal
asing melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008

serta melanggar ketentuan konvensi hukum lant tahun 1982. maka kanal
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yang melangar dapat dikenakan sanksi secara Internasional, sesuai -

]

. . peraturan di.wilayah-perairan.dan kepulauan Indonesia..- - -

2. Tﬁjﬁaﬁ f)eherapan asas cabotage terhadap kapal asing yang berlayar di .

_Indonelsa adalah untuk Mencegah atau mengurang1 ketergantungan
' masyarakat terhadap pelayaran kapal kapa! asmg, Memperlancar arus

barang atau jasa dan manusia ke seluruh wilayah nusantara secara Iuas

dengan pela-yanan mak51mal, namun tetap dengan harga yang wajar,
termasuk ke daerah-daerah terpencil, Sebagai upaya penyedia kesempatan
kerja bagi warga negara, Sebagai penunjang sistem pertahanan dan

keamanan nasional.

B. Saran . B A T . s

Penulis menyarankan seb agéi berikut:

1. Perlu menerapkan asas cabotage secara lebih efektif, agar dalam

pelaksanaan lalu lintas kapal maupun kepentingan wilayah perairan dapat
dan masyarakat lebih terjamin, serta memperhatikan semua kegiatan

angkutan di perairan, icepelabuhanan: keselamatan dan keamanan

pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia,

. Sebaiknya pemerintah Indonesia lebih mengutamakan kesejahteraan

awak ‘kapal dalam pelaksanaan pelavaran di wilavah perairan Indonesia.



